PAGE  
20

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Koperasi
2.1.1 Pengertian Koperasi
Istilah koperasi yang  berasal dari bahasa Inggris yakni ”cooperation”. Co artinya bersama-sama sedangkan Operation berarti usaha untuk mencapai tujuan. Dengan demikian secara estimologi koperasi dapat diartikan sebagai bersama untuk mencapai tujuan. 

Sedangkan menurut Richards Kohl (dalam Ropke, 2003:13) konsep awal yang membedakan koperasi dan perusahaan bentuk lain adalah kepemilikan dan pengawasan terhadap badan usaha tersebut harus dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa/pelayanan badan usaha itu.

Menurut Abrahamson (dalam Ropke, 2003:13) ” badan usaha koperasi dimiliki oleh anggota, yang merupakan pemakai jasa (user). Fakta ini membedakan koperasi dari badan usaha perusahaan bentuk lain yang pemiliknya, pada dasarnya adalah para penanam modal (investor).

Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Koperasi Indonesia adalah: 

”koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsif koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasar atas asas kekeluargaan”.
2.1.2 Landasan Dan Asas Koperasi
Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta berdasarkan atas asas kekeluargaan. Asas kekeluargaan ini merupakan bentuk pelaksanaan dari watak sosial koperasi sebagaimana dikemukakan oleh Syamsuri S A (2002:10) sebagai berikut:

”Seandainya suatu koperasi yang anggotanya dapat melaksanakan kerjasama yang harmonis diantara mereka, dapat menjalin rasa kekeluargaan yang baik dan terbukti dengan adanya kegiatan tolong-menolong satu  sama lain”.

2.1.3 Tujuan Dan Fungsi Koperasi

Tujuan koperasi Indonesia menurut Undang-Undang Perkoperasian Nomor 25 Tahun 1992 pasal 3 yaitu:

” memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945”.

Adapun fungsi yang tertuang dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 25  Tahun 1992 bahwa koperasi mempunyai empat fungsi, yaitu:
1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial.

2. Berperan serta secara aktif  dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.

3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasioanl dengan koperasi sebagai soko gurunya.

4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangakan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

2.1.4 Prinsip Koperasi

Koperasi merupakan badan usaha yang mempunyai perbedaan yang sangat mendasar dengan badan usaha lain, karena dasar-dasar koperasi merupakan organisasi ekonomi yang berwatak sosial. Prinsip yang dimiliki koperasi yaitu:
1. Keanggotaan bersifat terbuka dan sukarela
2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis

3. Bagian hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota

4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal

5. Kemandirian

Sedangkan prinsif yang sering dkemukakan adalah tujuh prinsif  koperasi yang dikembangkan oleh koperasi modern yang pertama yang didirikan tahun 1844 oleh 28 orang pekerja di Rochdale. Prinsif-prinsif tersebut masih menjadi gerakan dasar gerakan koperasi internasional, yaitu:
1. Keanggotaan terbuka

2. Satu anggota, satu suara

3. Pengembalian (bunga) yang terbatas atas modal

4. Alokasi Sisa Hasil Usaha (SHU) sebanding dengan transaksi yang dilakukan anggota

5. Penjualan tunai

6. Menekankan pada unsur pendidikan

7. Netral dalam hal agama dan politik.
2.2    Kredit

2.2.1 Pengertian Kredit

 Istilah kredit berasal dari bahasa Yunani (Credere) yang berarti kepercayaan (Truth atau Faith). Oleh karena itu dasar dari kredit ialah kepercayaan. Seseorang atau suatu badan yang memberikan kredit (kreditur) percaya bahwa penerima kredit (debitur) dimasa mendatang akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah dijanjikan.
Dengan akan diterimanya kontraprestasi pada masa yang akan datang. Maka jelas tergambar bahwa kredit dalam arti ekonomi adalah penundaan pembayaran dari prestasi yang diberikan sekarang. Baik dalam bentuk barang, uang, maupun jasa. Disini terlihat pula bahwa faktor waktu merupakan faktor utama yang memisahkan prestasi dengan kontraprestasi.
Dengan demikian kredit itu  pula dapat berarti bahwa pihak pertama memberikan prestasi baik berupa barang, uang atau jasa kepada pihak lain, sedangkan kontraprestasi akan diterima kemudian (dalam jangka waktu tertentu). Dalam pengertian ini, Raymond P. Kent (dalam Thomas Suyatno et.al, 2007:12) mengatakan bahwa:
”kredit adalah hak untuk menerima pembayaran atau kewajiban untuk       melakukan pembayaran pada waktu yang diminta, atau pada waktu yang akan datang karena penyerahan barang-barang sekarang” 

Menurut Undang-Undang No.14 Tahun 1998 kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu denga pemberian bunga.

Dari pengertian diatas, dapat dikatakan bahwa kredit dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya dapat diukur dengan satuan mata uang. Kredit terbentuk atas adanya kesepakatan dan perjanjian antara kreditur (koperasi) dengan penerima kredit/debitur (anggota koperasi), dalam perjanjian kredit tercangkup hak dan kewajiban masani-masing pihak, termasuk jangka waktu serta bunga yang ditetapkan bersama. Demikian pula dengan masalah sangsi apabila debitur ingkar janji terhadap perjanjian yang telah dibuat bersama.
2.2.2 Unsur-Unsur Kredit

Kredit diberikan berdasarkan atas kepercayaan sehingga pemberian kredit adalah pemberian kepercayaan. Maka unsur-unsur dalam kredit menurut Veithzal Rivai dalam bukunya Credit manajemen handbook adalah sebagai berikut:
1. Adanya dua pihak yaitu pemberi kredit (kreditur) dan penerima kredit (debitur). Hubungan pemberi kredit dan penerima kredit merupakan hubungan kerjasama yang saling menguntungkan.

2. Adanya kepercayaan pemberi kredit (kreditur) dan penerima kredit (debitur) yang didasarkan atas credit rating penerima.

3. Adanya persetujuan berupa kesepakatan Bank (dalam hal ini koperasi) dengan pihak lain yang berjanji membayar dari penerima kredit kepada pemberi kredit janji membayar tersebut dapat berupa janji lisan, janji tertulis, atau berupa instrumen.
4. Adanya penyerahan barang, jasa atau uang dari pemberi kredit kepada penerima kredit.

5. Adanya unsur waktu. Unsur waktu merupakan unsur esensial kredit. Kredit dapat ada karena unsur waktu, baik dilihat dari pemberi kredit maupun dilihat dari penerima kredit.

6. Adanya unsur resiko baik dilihat dari pemberi kredit maupun dilihat penerima kredit. Resiko dipihak pemberi kredit adalah resiko gagal bayar, baik karena kegagalan usaha atau ketidakmampuan bayar atau ketidaksediaan membayar. Resiko dipihak debitur adalah kecurangan dari pihak kreditor, antara lain berupa pemberian kredit yang dari semula dimaksudkan oleh pemberi kredit untuk mencaplok perusahaan yang diberi kredit atau tanah yang dijaminkan.
7. Adanya unsur bunga sebagai kompensasi kepada pemberi kredit. Bagi pemberi kredit bunga tersebut terdiri dari beberapa komponen seperti biaya modal, biaya umum, risk premium, dan sebagainya. Jika credit rating penerima kredit tinggi, risk premium dapat dikurangi dengan safety discount.
Menurut Moh. Ramly Fuad dan M. Rustan D.M (2005:132)  unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah sebagai berikut:

1. Kepercayaan 

Yaitu pemberi kredit percaya bahwa kredit yang diberikan akan benar-benar diterima kembali dalam jangka waktu tertentu dimasa yang akan datang.
2. Waktu

 Terdapat jangka waktu antara saat pemberian kredit dengan saat pengembalian kredit.

3. Degree of Risk
 Adanya tenggang waktu pengembalian menyebabkan resiko tidak tertagihnya pemberian kredit. 
4. Prestasi
 Objek kredit yang diberikan dalam bentuk uang atau barang.
5. Balas  jasa
 Pendapatan atas pemberian kredit. berupa bunga, provisi, dan biaya administrasi kredit.
2.2.3 Tujuan dan Fungsi Kredit

2.2.3.1 Tujuan Kredit

Kashmir (2001:95) mengatakan bahwa ” pemberian suatu fasilitas kredit mempunyai tujuan tertentu”. Adapun tujuan utama dari suatu kredit adalah:

1. Mencari keuntungan
 Yaitu bertujua untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut teruteme dalam bentuk bunga yang diterima oleh Bank (dalam hal ini koperasi) dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada peminjam.

2. Membantu usaha peminjam
Yaitu untuk membantu usaha peminjam yang memerlukan dana, agar dapat mengembangkan dan memperluas usahanya. 
3. Membantu Pemerintah

 Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik, karena akan meningkatkan pajak, membuka kesempatan kerja, meningkatkan jumlah barang dan jasa, serta menghemat dan meningkatkan devisa negara.

2.2.3.2 Fungsi Kredit

Menurut Kashmir (2001:96), menjelaskan fungsi kredit yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan daya guna uang

Jika uang hanya disimpan saja tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna. Dengan diberikannya kredit uang tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh penerima kredit.

2. Meningkatkan lalu lintas dan peredaran uang

Uang yang diberikan atau disalurkan akan beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya sehingga dengan memperoleh kredit suatu daerah yang kekurangan uang akan memperoleh uang tambahan dari daerah lainnya.

3. Meningkatkan daya guna barang 

Kredit yang diberikan akan dapat digunakan oleh debitur untuk mengolah barang yang tidak berguna menjadii berguna atau bermanfaat.

4. Meningkatkan peredaran barang

Kredit dapat pula menambah atau memperlancar arus barang dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Selain itu kredit dapat pula meningkatkan jumlah barang yang beredar.

5. Sebagai alat stabilitas ekonomi

Adanya pemberian kredit maka akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat dan dapat membantu dalam kegiatan ekspor sehingga meningkatkan devisa negara. 

6. Meningkatkan kegairahan usaha

Bagi penerima kredit tentu akan dapat meningkatkan kegairahan berusaha, apalagi bagi peminjam yang modalnya pas-pasan. 

7. Meningkatkan pemerataan pendapatan

Semakin banyak kredit yang disalurkan maka akan semakin baik, terutama dalam hal meningkatkan pendapatan. Karena jika sebuah kredit diberikan untuk membangun perusahaan, maka perusahaan tersebut membutuhkan tenaga kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran dan menambah pendapatan.

8. Meningkatkan hubungan internasional 

Dengan adanya pinjaman internasional akan dapat meningkatkan kerjasama antara penerima kredit dengan pemberi kredit. Pemberian kredit oleh negara lain akan meningkatkan kerjasama dibidang lainnya.

2.2.4 Jenis-Jenis Kredit 

Kredit yang diberikan kepada debitur terdiri dari beberapa jenis, dijelaskan oleh Kashmir (2001:99), secara umum jenis-jenis kredit dapat dilihat dari berbagai segi antara lain:

1. Dilihat dari segi kegunaan

1) Kredit investasi 

Biasa digunakan untuk perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik baru atau untuk keperluan rehabilitasi. Contohnya seperti untuk membangun pabrik atau membeli mesin-mesin.

2) Kredit modal kerja

Digunakan untuk meningkatkan kegiatan produksi dalam operasionalnya. Contohnya seperti untuk membeli bahan baku, membayar gaji pegawai, atau biaya-biaya lainnya yang berkaitan dengan proses produksi perusahaan.

2. Dilihat dari segi tujuan kredit

1) Kredit Produktif

Kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha, produksi atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang dan jasa. Contohnya kredit untuk membangun pabrik yang nantinya akan menghasilkan barang.

2) Kredit Konsumtif

Kredit yang digunakan untuk konsumsi pribadi. Contohnya kredit perumahan, kredit mobil pribadi, kredit perabotan rumah tangga dan kredit konsumtif lainnya.

3) Kredit Perdagangan

Kredit yang digunakan untuk kegiatan perdagangan. Biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut. Kredit ini sering diberikan kepada suplier atau agen-agen perdagangan yang akan membeli barang dalam jumlah besar. Contoh kredit ini misalnya kredit ekspor dan impor.
3. Dilihat dari segi waktu

1) Kredit Jangka Pendek

Merupakan kredit yang mempunyai jangka waktu pengembalian kurang dari satu tahun atau paling lama satu tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja. Contohnya untuk peternakan misalnya kredit peternakan ayam.
2) Kredit Jangka Menengah

Merupakan kredit yang memiliki jangka waktu pengembalian berkisar antara satu tahun sampai dengan tiga tahun, biasanya untuk investasi. Sebagai contoh kredit untuk pertanian seperti jeruk dan peternakan seperti kambing.
3) Kredit Jangka Panjang

Merupakan kredit yang mempunyai jangka waktu pengembalian diatas tiga tahun atau lima tahun. Biasanya kredit ini untuk investasi jangka panjang seperti perkebunan karet, kelapa sawit atau manufaktur dan untuk kredit konsumtif seperti kredit perumahan.

4. Dilihat dari segi jaminan

1) Kredit Dengan Jaminan 

Kredit yang diberikan dengan suatu jaminan, jaminan dapat berupa barang berwujud, tidak berwujud atau jaminan orang. Jadi setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi senilai jaminan yang diberikan calon debitur.  
2) Kredit tanpa jaminan

Kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit ini diberikan dengan menilai prospek usaha dan karakter serta loyalitas atau nama baik calon debitur selama ini.

5. Dilihat dari segi sektor usaha

1) Kredit pertanian, merupakan kredit untuk sektor perkebunan atau pertanian rakyat. Sektor usaha pertanian dapat berupa jangka pendek atau jangka panjang.

2) Kredit peternakan, untuk jangka pendek misalnya peternakan ayam dan jangka panjang misalnya peternakan kambing dan sapi.

3) Kredit industri, yaitu kredit untk membiayai industri kecil, menengah, atau besar.

4) Kredit pertambangan, digunakan untuk jenis usaha tambang dalam jangka panjang, seperti tambang emas, minyak atau timah.

5) Kredit pendidikan, merupakan kredit yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan atau dapat pula berupa kredit untuk para mahasiswa.
6) Kredit profesi, diberikan kepada para profesional seperti dokter, dosen atau pengacara.

7) Kredit perumahan, yaitu kredit untuk membiayai pembangunan atau pembelian perumahan.

8) Dan sektor-sektor lainnya.

2.2.5 Prinsipf-Prinsip Kredit

Sebelum suatu fasilitas kredit diberikan kreditur harus merasa yakin bahwa kredit yang diberikan harus benar-benar kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum kredit itu disalurkan. Penilaian kredit oleh kreditur dapat dilakukan dengan berbagai cara untuk mendapat keyakinan tentang peminjamnya, seperti melalui prosedur penilaian yang benar. 

Dikatakan oleh Kashmir (2001:104) bahwa ”kriteria penilaian yang harus dilakukan untuk mendapatkan peminjam yang benar-benar menguntungkan dilakukan dengan analisis 5C dan 7P”.

Adapun penjelasan analisis 5C kredit adalah sebagai berikut:

1) Character
Suatu keyakinan bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya, hal ini tercermin dari latar belakang peminjam baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi.
2) Chapacity
Untuk melihat peminjam dalam kemampuannya dalam bidang bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya, kemampuan bisnis juga diukur dengan kemampuannya dalam memahami tentang ketentuan-ketentuan pemerintah.
3) Capital
Penilaian efektivitas penggunaan modal, dapat dilihat dari laporan keuangan (neraca dan laporan laba rugi) yaitu dengan melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas, solvabilitas, profitabilitas dan ukuran lainnya.
4) Colleteral
Merupakan jaminan yang diberikan calon peminjam baik yang bersifat fisik maupun non fisik yang hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan.
5) Condition
Menilai kondisi ekonomi dan politik sekarang dan dimasa yang akan datang sesuai sektor masing-masing, serta prospek usaha dari sektor yang ia jalankan.

Sedangkan penilaian kredit kredit dengan metode 7P terdiri atas:
1) Personality
Yaitu menilai peminjam dari segi kepribadian dan tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya.
2) Party
Yaitu mengklasifikasikan peminjam kedalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya.
3) Purpose
Yaitu untuk mengetahui tujuan dari peminjam dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan peminjam.
4) Prospect
Yaitu untuk menilai usaha peminjam dimasa yang akan datang menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya.  
5) Payment
Merupakan ukuran bagaiamana cara peminjam mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit. 
6) Profitability
Merupakan analisis bagaimana kemampuan peminjam dalam memperoleh laba.
7) Protection
Tujunnya adalah bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan.

2.2.6 Aspek-Aspek Dalam Penilaian Kredit
Penilaian suatu kelayakan kredit untuk diberikan kepada peminjam dapat dilakukan dengan menilai seluruh aspek yang ada,  yang dikenal dengan nama studi kelayakan usaha. Penilaian model ini biasanya digunakan untuk proyek-proyek yang bernilai besar dan berjangka waktu panjang. Menurut Kashmir (2001:107) aspek-aspek yang dinilai antara lain: 

1) Aspek yuridis/hukum

Penilaian pada aspek ini adalah masalah legalitas badan usaha serta izin-izin yang dimiliki perusahaan yang mengajukan kredit.

2) Aspek pemasaran
Penilaian dalam aspek ini adalah permintaan terhadap produk yang dihasilkan sekarang ini dan dimasa yang akan datang prospeknya bagaimana.

3) Aspek keuangan 

Aspek keuangan yang dinilai adalah sumber-sumber dana yang dimiliki untuk membiayai usahanya dan bagaimana penggunaan dana tersebut. Disamping itu hendaknya dibuatkan cash Flow keuangan perusahaan.

4) Aspek teknis/operasi

Aspek teknis ini membahas masalah yang berkaitan dengan produksi seperti kapasitas mesin yang digunakan, masalah lokasi, lay out ruangan dan mesin-mesin termasuk jenis mesin yang digunakan.

5) Aspek manajemen
Untuk menilai struktur organisasi perusahaan, sumber daya manusia yang dimiliki serta latar belakang pengalaman sumber daya manusianya. Pengalaman perusahaan dalam mengelola berbagai proyek yang ada dan pertimbangan lainnya.

6) Aspek sosial ekonomi

Menganalisis dampaknya terhadap perekonomian dan masyarakat umum seprti:

(1) Meningkatkan ekspor barang

(2) Mengurangi pengangguran

(3) Meningkatkan pendapatan masyarakat

(4) Tersedianya sarana dan presarana

(5) Membuka isolasi daerah tertentu

(6) Aspek amdal

2.2.7 Pengembalian Kredit 

2.2.7.1 Pengertian Dan Hal-Hal Yang Harus Diperhatikan
Menurut Thomas Suyatno et.al (2007:86) ” pengembalian kredit adalah dipenuhinya semua kewajiban utang peminjam terhadap bank ( dalam hal ini koperasi) yang berakibat hapusnya perjanjian kredit”. Adapun persamaan dari pengembalian kredit adalah sebagai berikut:           
	Pengembalian Kredit
	=
	Kredit Lancar
	X
	100%

	
	
	Kredit yang diberikan
	
	


Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pengembalian kredit adalah:
1) Perhitungan semua kewajiban utang peminjam harus segera diselesaikan sampai dengan tanggal pelunasan:

(1) utang pokok

(2) utang bunga

(3) denda-denda, jika ada dan 

(4) biaya administrasi lainnya

2) Peminjam  diharuskan mengembalikan sisa lembar / blanko cek dan giro bilyet yang belum dipergunakan, jika ada. Periksa rekening pinjaman untuk menyatakan nomor-nomor yang harus dikembalikan.

3) Untuk mencegah timbulnya claim dari peminjam karena tidak lengkapnya pengembalian dokumen-dokumen jaminan, bank (dalam hal ini koperasi) harus mengadakan inventarisasi atas dokumen yang disimpan pada berkas jaminan dan dicocokan dengan cataatan yang tersedia.
4) Untuk maksud fiat-roya atas catatan pada dokumen-dokumen jaminan yang berupa sertifikat tanah, bank (dalam hal ini koperasi) dapat membantu pengurusan royanya kepada kantor pendaptaran tanah sesuai prosedur yang berlaku. Biaya-biaya apabila ada, menjadi beban peminjam.

5) Penyerahan kembali dokumen-dokumen jaminan kepada peminjam hanya dapat dilakukan setelah nyata-nyata peminjam menyelesaikan semua kewajibannya. Penyerahan dokumen jaminan tersebut harus dengan surat tanda terima dan ditandatangani oleh pihak yang berhak. Surat tanda terima tersebut harus disimpan pada berkas jaminan.
6) Dalam hal pelunasan kredit oleh salah satu anggota grup atau pimpinan-pimpinan grup dalam pembiayaan atas grup, maka pengembalian dokumen jaminan peminjam hanya dapat dilaksanakan dengan sepengetahuan dan seizin direksi.

7) Dalam hal pelunasan kredit oleh peminjam yang jelas-jelas menikmati fasilitas atau diduga masih menikmati fasilitas kredit, maka pengembalian dokumen juga harus sepengetahuan dan seizin direksi.

8) Beritahukan kepada bagian kas bahwa seluruh jumlah utang dilunasi, rekening pinjaman atas nama peminjam yang bersangkutan ditutup.

9) Buatlah surat penegasan pelunasan yang antara lain berisi pernyataan terima kasih atas terjalinnya hubungan baik antara peminjam dengan bank (dalam hal ini koperasi) pada waktu-waktu yang lalu.

10)  Catatan pelunasan kredit tersebut pada kartu informasi intern untuk menjaga agar informasi tetap mutakhir.
2.2.7.2 Ukuran Kolektibilitas Kredit
Ukuran kolektibilitas kredit menurut Veithzal Rivai (2006 : 42) yaitu dapat dikelompokan kedalam 5 golongan yaitu kredit lancar, kredit dalam perhatian khusus, kredit diragukan, kredit kurang lancar dan kredit macet, tetapi penulis membatasinya pada kredit lancar dan kredit macet karena penulis melakukan penelitian ini pada koperasi. Dimana ukuran kolektibilitas kredit koperasi tidak sama dengan di Bank, yaitu hanya kredit lancar dan kredit macet.
2.2.8 Kredit Bermasalah

2.2.8.1 Pengertian Kredit Bermasalah
Menurut Dahlan Siamat (2004:174) ”Kredit bermasalah atau problem loan dapat diartikan sebagai pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor kesengajaan dan atau karena faktor eksternal diluar kemampuan kendali debitur”. Kredit bermasalah sering juga disebut non performing loan yang dapat diukur dari kolektibilitasnya. Kolektibilitas merupakan gambaran kondisi pembayaran pokok dan bunga pinjaman serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang ditanamkan dalam surat-surat berharga.
Penilaian kolektibilitas kredit digolongkan ke dalam 5 kelompok yaitu: Lancar (pass, Dalam Perhatian Khusus (special mention), Kurang Lancar (substandard), Diragukan (doubtful), Macet (loss). Apabila kredit dikaitkan dengan tingkat kolektibilitasnya, maka yang digolongkan kredit bermasalah adalah kredit yang memiliki kualitas Dalam Perhatian Khusus, Kurang Lancar, Diragukan dan Macet (Dahlan Siamat 2004:174).
Persyaratan yang ketat dalam kebijakan kredit akan mengurangi kemungkinan terjadinya kredit bermasalah, namun tidak akan menghilangkan timbulnya masalah-masalah seperti misalnya default atau penunggakan pembayaran.

Kecenderungan kerugian yang timbul dari kredit yang disalurkan pada dasarnya karena antara lain kurangnya perhatian secara serius setelah kredit tersebut telah berjalan. Disamping itu minimnya analisis yang dilakukan pada saat terjadi perubahan dalam siklus usaha. Oleh karena itu permasalahan sesungguhnya adalah masalh deteksi dini. Bagaimana suatu kredit yang mulai  mengalami masalah dapat segera diketahui sehingga masih terdapat waktu untuk melakuka tindakan pencegahan dan perlindungan terhadap kerugian. 
2.2.8.2 Indikasi Kredit Bermasalah

Deteksi merupakan suatu kemampuan untuk mengenali tanda-tanda kemungkinan adanya suatu masalah atau paling tidak mengarah kesuatu masalah terhadap kredit yang sedang berjalan. Pada sejumlah kredit, indikasi utama kearah terjadinya masalah adalah gagalnya debitur memnuhi kewajibannya sesuai dengan jadwal yang disepakati, ini biasanya terjadi pada kredit yang berskala kecil. Namun bagi peminjam debitur besar yang umumnya korporasi, beberapa indikasi yang dapat digunakan untuk mendeteksi awal kredit yang mengalami masalah. Dahlan Siamat (2004:174) mengemukakan bahwa ”indikasi kemungkinan terjadinya kredit bermasalah dapat dibedakan dari dua sumber, indikator internal dan eksternal”.

Indikator internal kredit bermasalah adalah sebagai berikut:

1) Perkembangan kondisi keuangan yang cenderung berlawanan dari proyeksi yang diharapkan

2) Terjadinya penundaan pembayaran cicilan pokok dan bunga
3) Ada anggota eksekutif perusahaan yang mengundurkan diri

4) Meningkatkan penggunaan fasilitas overdraft

5) Permintaan penambahan kredit tanpa penyertaan data-data keuangan yang lengkap dan mutakhir

6) Permohonan perpanjangan atau penjadwalan ulang

7) Usaha peminjam terlalu ekspansif

8) Debitur menghindari penyampaian informasi keuangan pada saat diminta

Indikasi eksternal kredit bermasalah adalah sebagai berikut:

1) Adanya penyel;idikan dari lembaga-lembaga keuangan lain

2) Kreditur lain melakukan tindakan proteksi, misalnya menambah dan mengikat barang jaminan secara normal

3) Kegagalan perusahaan membayar pajak

4) Ada anggota eksekutif perusahaan yang mengundurkan diri

5) Pemogokan buruh pekerja secara terorganisasi

6) Permohonan perpanjangan atau penjadwalan ulang

7) Peluncuran produk baru oleh pesaing

2.2.8.4 Penyelamatan Kredit

Penyelamatan kredit merupakan usaha yang dilakukan terhadap kredi tyang digolongakn terhadap kredit bermasalah. Penyelamatan kredit dimaksudkan sebagai upaya trakhir untuk penyelesaian kredit yang tergolong kredit bermasalah non performing loan setelah semua upaya pembinaan kredit dilakukan.
Menurut Dahlan Siamat (2004:178) ada beberapa cara pendekatan yang dapat dipertimbangkan dalam upaya penyelamatan kredit bermasalah sebagai berikut:

1) Rescheduling (Penjadwalan ulang)
2) Reconditioning (Persyaratan ulang)
3) Restructuring (Penataan ulang)
4) Eksekusi barang jaminan
2.3 Profitabilitas
2.3.1 Pengertian Profitabilitas 

 Pada setiap kegiatan usaha yang dilakukan oleh suatu perusahaan pasti mengharapkan mendapat keuntungan atau laba yang disebut profitabilitas. 

S. Munawir (2004 : 33) mengemukakan bahwa ” Profitabilitas menunjukan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu”.

Pengertian profitabilitas menurut G. Sugiarso dan F. Winarni (2005:118) menjelaskan bahwa ”profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa profitabilitas merupakan hasil akhir dari berbagai kebijakan dan keputusan manajemen yang menunjukan efektivitas pengelolaan perusahaan. 
2.3.2 Jenis-Jenis Rasio Profitabilitas 

Adapun jenis dari Profitabilitas adalah Profit Margin (PM), Return On Assets (ROA), Return On Equity (ROE). Tetapi dalam penelitian ini penulis hanya menggunakan Return On Asset (ROA).
Return On Assets (ROA) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan secara kesekuruhan
	Return On Assets (ROA)
	=
	SHU
	X
	100%

	
	
	Total Aktiva
	
	


Semakin besar nilai rasio ini semakin besar  pula tingkat keuntungan yang dicapai perusahaan tersebut dan semakin baik pula posisi perusahaan tersebut dari segi penggunaan asset.

2.3.3 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Profitabilitas
Agar sebuah perusahaan dapat meningkatkan profitabilitas, maka perusahaan tersebut harus mempunyai strategi untuk meningkatkan profitabilitas. Dalam membuat strategi, perusahaan tersebut harus menentukan secara khusus kebijakan opersional dan keuntungannya. Dalam menentukan strategi tersebut melibatkan unit-unit organisasi, lini produk dan peminjam (pelanggan) yang berkaitan satu dengan yang lainnya didalam operasi suatu perusahaan.
Manajemen adalah faktor utama yang mempengaruhi profitabilitas perusahaan, besar kecilnya perusahaan dan lokasi perusahaan bukan merupakan faktor perusahaan yang paling menentukan. Manajemen yang baik yang ditunjang oleh faktor modal dan lokasi merupakan kombinasi yang ideal untuk keberhasilan perusahaan.
Menurut O.P Simorangkir (2000:153) menyatakan bahwa dari segi manajemen paling sedikit ada tiga asfek yang harus diperhatikan, yaitu balance Sheet Management, Operating management, dan Financial Management.
balance Sheet Management meliputi asset dan liability management, artinya pengaturan harta dan utang secara bersama. Inti asset  management adalah mengalokasikan dana kepada berbagai jenis atau golongan earning asset yang berpedoman kepada ketentuan berikut:

a. Asset itu harus cukup likuid sehingga tidak akan merugikan bila sewaktu-waktu diperlukan untuk dicairkan.

b. Asset tersebut dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan atau permintaan pinjaman, tetapi juga masih memberikan earnings.

c. Usaha me-maximize income dari investasi.
Dengan berpedoman kepada ketiga hal tersebut diatas, maka hendaknya dana itu dialokasikan kedalam asset. Liability Management berhubungan dengan pengaturan dan pengurusan sumber-sumber dana yang pada dasarnya mengusahakan tiga hal, yaitu sebagai berikut:
a. Kecukupan dana yang masuk, tidak mengalami kekurangan yang dapat menghilangkan kesempatan (opportunity cost),  tetapi juga tidak terlalu besar ( melebihi kemampuan untuk menginvestasikannya). Jika sampai kelebihan tentu akan menyebabkan pembayaran bunga lebih besar dari pada yang seharusnya dan tentu ini akan menurunkan tingkat profitabilitasnya, kecuali dana itu dari giro tanpa bunga.

b. Bunga yang dibayar hendaknya masih pada tingkat yang memberikan keuntungan bagi bank.
c. Diusahakan agar ada atau terdapat keseimbangan antara giro dan deposito, antara demand deposit dan  time deposit.  Keseimbangan semacam ini perlu untuk menjaga likuiditas karena dengan time deposit ada waktu yang dipastikan berapa lama dapat diinvestasikan dan kapan harus disediakan alat-alat likuid.
Operating management  sebagai asfek kedua meerupakan manajemen yang berperan dalam menaikan profitabilitas dengan cara menekan biaya. Sebagaimana disebutkan diatas, biaya adalah salah satu faktor yang ikut menentukan tinggi rendahnya profitabilitas. Jadi tidak cukup hanya menaikan pendapatan bruto saja, akan tetapi juga harus menaikan efisiensi penggunaan biaya dan produktifitas kerja. Yang juga termasuk dalam Operating management adalah usaha untuk menekan cost of money. Menekan tingkat biaya sampai pada suatu titik yang paling efisien adalah suatu proses yang terus-menerus, tidak bisa sekali jadi melalui rumus-rumus.
Aspek ketiga dalam manajemen yang turut menentukan profitabilitas ialah Financial Management. Asfek ini meliputi hal-hal sebagai berikut:
a. Perencanaan penggunaan modal, penggunaan senior capital yang dapat menekan cost of money, merencanakan struktur modal yang paling efisien bagi bank.

b. Pengaturan dan pengurusan hal ihwal yang berhubungan dengan perpajakan.

 Aspek-aspek tersebut diatas, meskipun kita dapat membeda-bedakannya, di dalam praktik tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain. Dalam arti yang luas, asfek manajemen meliputi penentuan tujuan kebijakan, keputusan, dan tindakan (action) yang harus diambil atau dilakukan pimpinan sehubungan dengan pengelolaan yang menguntungkan bagi suatu perusahaan .
2.4 Pengaruh Pengembalian Kredit Terhadap Tingkat Profitabilitas

Adanya suatu pemberian kredit maka akan disertai dengan adanya pengembalian kredit. Pada saat koperasi memberika kredit maka pihak yang menerima kredit harus mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai denagn jangka waktu dan syarat-syarat yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.
Bunga yang diperoleh dari suatu pemberian kredit merupakan pendapatan yang dapat meningkatkan profitabilitas. Profitabilitas sangat penting karena dari keadaan tingkat profitabilitas akan diketahui suatu koperasi berhasil atau tidak, dan juga profitabilitas merupakan kriteria yang secara luas dianggap paling tepat untuk dipakai sebagai pengukur tentang hasil pelaksanaan operasi koperasi. Dengan demikian adanya tingkat profitabilitas yang tinggi maka kelangsungan usaha koperasi akan terjaga dengan baik.

S. munawir (2004 :33) mengemukakan bahwa ”profitabilitas merupakan tujuan dari suatu kredit yang disalurkan yang pada akhirnya harus dikembalikan oleh peminjam yang terjelma dalam bentuk bunga yang diterima”. Hal ini menunjukan bahwa tingkat profitabilitas dipengaruhi oleh penyaluran kredit dan lancarnya peminjam dalam mengembalikan kredit itu.
Berdasarkan uraian diatas, dapat dikatakan bahwa pengembalian kredit secara tidak langsung dapat mempengaruhi tingkat profitabilitas. Apabila peminjam mengembalikan kredit dengan lancar maka kreditur akan dapat beroperasi secara stabil karena tidak mengalami kesulitan keuangan dalam kegiatan usahanya. Tetapi sebaliknya jika terjadi kredit macet, peminjam tidak dapat mengembalikan pinjamannya maka hal ini akan mengganggu terhadap kelancaran kegiatan usaha, sehingga pencapaian profitabilitas pun tidak akan sesuai dengan yang diharapkan.

Koperasi dalam setiap penyaluran kredit harus selalu berhati-hati agar setiap kredit yang disalurkan tersebut dapat kembali secara utuh ditambah dengan bunganya. Setiap kredit yang disalurkan harus disesuaikan dengan kebijakan-kebijakan yang ada. Kebijakan yang bersifat umum merupakan kebijakan yang berasal dari pemerintah berupa perundang-undangan maupun kebijakan yang berasal dari koperasi itu  merupakan salah satu daya tarik bagi peminjam untuk meminjam atau mengambil kredit. Sehingga banyaknya peminjam yang mengambil kredit tersebut, sehingga dapat mempengaruhi tingkat profitabilitas koperasi.
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